BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015

terkait peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat

dalam penyelesaian konflik di RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar

Tais Perspektif Figih Siyasah, dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4
Tahun 2015 terkait peran lembaga kemasyarakatan dan
lembaga adat dalam penyelesaian konflik di RT 08 RW 03
Kelurahan Pasar Tais belum berjalan efektif. Meskipun
perda telah memberi dasar hukum yang jelas,
pelaksanaannya masih terbatas pada tugas administratif. RT
belum mampu menjalankan fungsi mediasi dan
penyelesaian  konflik karena kurangnya sosialisasi,
pelatihan, koordinasi dengan lembaga adat, serta rendahnya
kesadaran masyarakat. Akibatnya, tujuan perda untuk
mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan
ketertiban sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan
Pasal 11 belum tercapai secara optimal.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4
Tahun 2015 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-
prinsip figh siyasah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan

amanah kepemimpinan. Pemimpin lokal seperti Ketua RT,
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yang semestinya berperan sebagai wakil pemerintah untuk
menjaga kerukunan dan keadilan sosial, belum menjalankan
fungsi tersebut secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara idealitas syariat dan realitas pelaksanaan
di lapangan. Menurut pandangan tokoh seperti Al-Mawardi
dan Al-Ghazali, pemimpin wajib menegakkan keadilan dan
menjaga kemaslahatan masyarakat. Karena itu, diperlukan
pembinaan dan penguatan moral kepemimpinan agar Perda

ini dapat diimplementasikan sesuai nilai-nilai figh siyasah.

B. Saran

Pemerintah daerah Kabupaten Seluma perlu melakukan
langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 di tingkat
RT dan RW. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan
khusus bagi Ketua RT dan perangkat kelurahan mengenai tugas
dan kewenangan mereka dalam menyelesaikan konflik sosial,
sehingga pelaksanaan perda tidak hanya berhenti pada tataran
administratif. Pemerintah daerah juga perlu membentuk
mekanisme koordinasi yang jelas antara RT, lembaga adat, dan
kelurahan, sehingga peraturan daerah dapat berjalan secara
sinergis dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan
evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perda guna menilai
sejauh  mana  efektivitasnya dalam  mencegah dan

menyelesaikan konflik di tingkat masyarakat. Langkah ini



dapat memperkuat eksistensi RT sebagai lembaga
kemasyarakatan yang berfungsi bukan hanya sebagai pelaksana
teknis, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial dan harmoni

warga.
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